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ABSTRAK

Ability To Pay dan Willingness To Pay adalah dua faktor yang berperan dalam utilisasi pelayanan medis yang akan
mempengaruhi pemerataan, pembiayaan kesehatan dan kepesertaan JKN yang masih menjadi masalah yang sangat
penting karena cukup memberatkan. Berdasarkan survey pendahuluan bahwa adanya keterlambatan pembayaran
iuran, hal tersebut berdampak pada ketidakpatuhan dalam membayar iuran. Ketidakpatuhan masyarakat dalam
membayar iuran tidak terlepas dari kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar iuran BPJS. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional, dengan jumlah responden sebanyak
100 Peserta BPJS Mandiri. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus uji chi square (0. = 0,05). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara ATP (Ability To Pay) dengan Kelas Rawat BPJS dengan nilai
(p = 0,786 > a=0,05) Tidak berhubungan. Sedangkan variabel WTP (Willingness To Pay) dengan Kelas Rawat
BPIJS dengan nilai (p = 0,001 > 0=0,05) berhubungan. Diharapkan pada peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti
faktor lain mengenai penentuan kelas iuran BPJS.
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ABSTRACT

Ability to pay and willingness to pay are two factors that play a role in the utilization of medical services which will
affect equity, health financing and JKN membership which are still very important problems because they are quite
burndensome. Based on the preliminary survey that there is a delay in payment of contribution, this has an impact
on non compliance in paying contributions. Non compliance in paying contributions cannot be separated from
ability and willingness of the community to pay BPJS contributions. This type of research is a quantitative study
with a cross sectional approach with the number of respondents as many 100 BPJS independently Participants.
Data analysing was performed using the chi square test formula (a = 0,05). The result of this study indicate that the
relationship between ATP (ability to pay) and the BPJS premium class with a value of (p = 0,786 > a=0,05) not
related. While the WTP (willingness to pay) variable with the BPJS contribution class with a value of (p = 0,001 >
0=0,05) is related. It is expected that further researchers should examine other factors regarding the determination
of the BPJS Premium Class.

Keywords : Ability to pay; willingness to pay;, BPJS premium class

PENDAHULUAN

Berlakunya BPJS kesehatan di indonesia mulai tanggal 1 januari 2014, maka sesuai perundang-
undangan setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang
atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada
BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya telah ditentukan. Sedangkan bagi warga
miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran.”

Berdasarkan data terkait perkembangan cakupan kepesertaan diketahui bahwa ditahun 2014
mencapai 133.423.653 jiwa, lalu mendapat kenaikan sebesar 17,5% & pada tahun 2015 menjadi
156.790.287 jiwa pengguna BPJS, pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi menjadi 171.939.254 jiwa,
tahun 2017 sebanyak 187.982.949 jiwa, lalu ditahun 2018 terdapat 208.054.199 jiwa dan hal ini terus
meningkat sampai ditahun 2019 sekitar 222.002.996 jiwa. Dimana kalau kita melihat perbandingan data
diatas terhitung dari 2016 hingga 2019 terdapat kenaikan sebesar 66,3% atau penambahan sebanyak
88.579.343 jiwa.?

Kepesertaan yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kemauan dan kemampuannya dalam
membayar iuran JKN. Iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta Jaminan Kesehatan. Peserta
membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dibagi atas tiga jenis, yaitu iuran sebesar
Rp.25.500 per orang /bulan untuk ruang perawatan kelas tiga, iuran sebesar Rp.51.000 per orang /bulan
untuk ruang perawatan kelas dua dan iuran sebesar Rp.80.000 per orang /bulan untuk ruang perawatan
kelas satu.”’

Ability To Pay dan Willingness To Pay adalah dua faktor yang berperan dalam pemanfaatan
pelayanan medis yang selanjutnya juga akan mempengaruhi pemerataan.”” Pendanaan kesehatan yang
adil dan merata dimana seseorang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan membayarnya
meskipun sudah diperkenalkan tarif yang dihitung, Permasalahan tarif yang terjangkau masih belum
selesai karena sifat kebutuhan yang tidak pasti.”’ Jika pasien harus membayar, maka sifat pembayaran
tersebut menjadi pembayaran yang terpaksa, forced to pay (FTP) dalam ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian

antara apa yang mampu dibayarkan dengan apa yang diharapkan. Ketidakmampuan secara ekonomi
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menyebabkan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan membayar atas pelayanan
kesehatan yang mereka terima secara equal dengan sebagian masyarakat lainnya.

Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi
dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN dengan membayar iuran setiap bulannya. Apabila pasien
peserta mandiri JKN belum membayar iuran, maka pasien diwajibkan untuk melunasi iuran yang belum
dibayarkan, dan jika tidak melunasi iuran tersebut maka pasien peserta mandiri tidak dapat menggunakan
JKN sebagai penjamin dari biaya perawatan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut berdampak pada pasien
yang harus menjadi pasien umum sehingga pasien/keluarga harus menanggung beban biaya perawatan
sendiri karena tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan survey pendahuluan pada Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso bahwa adanya
keterlambatan pembayaran iuran, hal tersebut berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat membayar
iuran. Ketidakpatuhan dalam membayar iuran tidak terlepas dari kemampuan dan kemauan masyarakat
untuk membayar iuran BPJS.

Hal tersebut menjadi masalah yang dihadapi dalam pengumpulan iuran peserta mandiri (PBPU)
adalah tunggakan pembayaran (tidak rutin membayar) ada persepsi bahwa pelayanan yang diberikan
kepada pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Alasan lain masyarakat tidak mau membayar
iuran yaitu peserta merasa kalau dirinya tidak sakit, uang mereka akan hilang begitu saja dan walaupun
sakit cukup beli obat di warung dan tidak perlu mengeluarkan uang setiap bulannya

Besaran iuran merupakan kunci dari kesinambungan, kualitas jaminan kesehatan, dampak terhadap
pemiskinan baru, dan peningkatan produktifitas penduduk. Apabila iuran ditetapkan tanpa perhitungan
yang matang, atau hanya dengan kesepakatan, maka terdapat ancaman BPJS tidak mampu membayar
fasilitas kesehatan, jaminan tidak tersedia, dan rakyat tidak percaya lagi kepada negara. Besaran iuran
seharusnya cukup untuk membayar layanan kesehatan dengan kualitas baik dan cukup untuk mendanai
operasional BPJS dengan harga perekonomian yang layak serta tersedia dana pengembangan program,
riset operasional, atau pengobatan baru.®

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dan mengangkat judul yaitu “Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP (Ability To Pay) Dan WTP
(Willness To Pay) Terhadap Keputusan Penentuan Iuran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas
Dahlia Tahun 2020~

METODE
Pada penenlitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan
pendekatan survei analitik. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional Study yang dimaksudkan
untuk memperoleh informasi apakah ada hubungan antara Kemauan dan Kemampuan Peserta BPJS
dengan penentuan kelas Iuran BPJS kesehatan. Penelitian dilaksanakan di Wilayah kerja Puskesmas
Dahlia selama 1 bulan dimulai pada bulan Juni — Juli 2020. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data

primer dengan 100 sampel peserta BPJS Mandiri. Adapun variabel yang diamati adalah ATP (ability to
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pay) dan WTP (Willingness to pay). Pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan
data/informasi yaitu dengan metode Daftar pertanyaan atau Kuesioner. Data diolah secara komputerisasi
dengan menggunakan SPSS yang dianalisis kemudian menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase

dari tiap variabel kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

HASIL
Karakteristik Responden
Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden.
Karakteristik responden yang ditampilkan meliputi Umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan jumlah
anggota keluarga.
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden Peserta BPJS
Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Tahun 2020

Karakteristik Responden n %0
Umur
20-24 3 3
25-29 6 6
30-34 7 7
35-39 6 6
40-44 16 16
45-49 15 15
>50 47 47
Pendidikan
Sarjana 13 13
Diploma 1 1
SMA 39 39
SMP 16 16
SD 26 26
Tidak Sekolah 5 5
Pekerjaan
Buruh Harian 20 20
IRT 9 9
Karyawan Swasta 4 4
Pedagang 20 20
Pegawai Negeri 4 4
Sopir 6 6
Wiraswasta 31 31
Tidak Bekerja 6 6
Jumlah Anggota Keluarga
1-3 45 45
4-6 46 46
7-9 9 9

Berdasarkan tabel 1 sebagian besar responden berada pada kelompok umur > 50 tahun (47%)
dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 39 responden (39%), untuk pekerjaan kebanyakan responden
adalah Wiraswasta yaitu 31 responden (31%) dan responden dengan jumlah anggota keluarga paling
banyak 4-6 orang yaitu 46 responden (46%) serta tingkat pengetahuan responden dalam kategori 4-6 yaitu
72 respoden (72%).
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Analisis ATP
Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga dalam penelitian ini dihitung berdasarkan total semua penghasilan yang
diperoleh tiap keluarga perbulan. Berdasarkan hasil wawancara responden untuk total pendapatan
keluarga perbulan maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. pendapatan Keluarga BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia

Kategori Pendapatan Keluarga per bulan
Minimum Rp. 1.100.000,-
Maksimum Rp. 6.500.000,-
Rata-rata Rp. 3.100.000,-

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diektahui rata-rata pendapatan per bulan keluarga di Wilayah
Kerja Puskesmas Dahlia sebesar Rp. 3.100.000,-. Selanjutnya, besarnya pendapatan keluarga
dikelompokkan menjadi kategori pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Adapun distribusi pendapatan

keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Keluarga BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia

Jumlah pendapatan

Pendapatan Keluarga Interval (Rp) n o
(4
Rendah < Rp, 1.550.000 4 4
Sedang > Rp. 1.550.000, s.d
<Rp. 3.875.000 76 76
Tinggi > Rp. 3.875.500 20 20
Total 100 100

Berdasarkan tabel 3 tentang besar pendapatan perbulan keluarga BPJS Mandiri di Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia, dapat disimpulkan bahwa kelompok terbanyak (76%) adalah responden dengan

pendapatan keluarga kategori sedang.

Jenis dan Total Pengeluaran
Identifikasi jenis pengeluaran rumah tangga pada penelitian ini dibedakan menjadi pengeluaran
untuk pangan, non esensial dan pengeluaran non pangan. Berikut rincian persentase rata rata jenis dan

total pengeluaran rumah tangga peserta BPJS mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.

Tabel 4. Persentase Rata rata Pengeluaran Rumah Tangga peserta BPJS mandiri Berdasarkan
Penggolongan Jenisnya

Pengeluaran Rata-rata %o
Pangan Rp. 1.287.000,- 42,9
Non esensial Rp. 864.000,- 28,8
Non Pangan Rp. 860.000,- 28,6
Total Rp. 3.011.000,- 100,0

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui persentase terbesar rata rata pengeluaran rumah tangga peserta
BPJS mandiri di Wilayah kerja Puskesmas Dahlia adalah pengeluaran pangan dengan besar persentase

42,9%.
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Besar Riil ATP
Berikut dapat dilihat gambaran besaran kemampuan membayar peserta BPJS mandiri di Wilayah

kerja Puskesmas Dahlia untuk untuk iuran BPJS Kesehatan

Tabel. 5 Ability To Pay Iuran Jaminan BPJS Kesehatan bagi Peserta BPJS Mandiri di Wilayah
Kerja Puskesmas Dahlia

Kategori ATP (Ability To Pay)
Minimum Rp. -1.450.000,-
Maksimum Rp. 1.500.000,-
Rata-rata Rp. 89.000,-
Standar Deviasi Rp. 65.763

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa rata rata kemampuan membayar peserta BPJS mandiri
perbulan adalah sebesar Rp. 89.000,-. Selanjutnya, berdasarkan tingkatannya, Ability to pay
dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu lebih dari rata rata ATP dan kurang dari rata rata ATP.

Distribusi datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Distribui Ability To Pay Iuran BPJS Kesehatan peserta BPJS mandiri di Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia

Ability To Pay Interval (Rp) Jumlah Responden

n %

> Rata rata ATP > Rp. 89.000,- 54 54
< Rata rata ATP < Rp. 89.000,- 46 46
Total 100 100

Berdasarkan tabel 6 terkait besar Ability To Pay iuran BPJS Kesehatan per bulan peserta BPJS

mandiri, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (54%) mampu membayar iuran.

Willingness To Pay
Distribusi responden berdasarkan tingkat kemauan membayar premi iuran BPJS mandiri yang

disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Distribusi Willingness To Pay Iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia

Willingness To Pay n Y0
Tidak Mau 40 40
Mau 60 60

Total 100 1000

Berdasarkan tabel 7 terkait Willingness To Pay iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden (60%) mau membayar iuran.

Kelas Rawat BPJS

Distribusi responden berdasarkan kelas rawat iuran BPJS mandiri yang disajikan sebagai berikut:
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Tabel 8. Distribusi Kelas Rawat Iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia

Kelas Rawat Besar Iuran Jumlah Responden

n %o

Kelas I Rp. 80.000,- 6 6
Kelas II Rp. 51.000,- 11 11
Kelas II1 Rp. 25.500,- 62 62
Total 100 100

Berdasarkan tabel 8 terkait Kelas Rawat iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar responden (62%) memilih kelas rawat II1.

Analisis Bivariat
Untuk mengetahui hubungan variabel Ability To Pay dan Willingness To Pay dengan kelas rawat
iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri sebagai berikut:

Tabel 9. Distribusi responden berdasarkan Hubungan ATP dengan kelas rawat iuran BPJS
kesehatan peserta mandiri di Wilayah kerja Puskesmas Dahlia

Kelas Rawat Iuran BPJS .
ATP Kelas I Kelas IT Kelas IIT n % Sig
> Rata rata ATP 3 7 44 54 54 0786
< Rata rata ATP 3 4 39 46 46 ’
Total 6 11 83 100 100

Berdasarkan tabel 9, nilai hubungan ATP dengan kelas Rawat Iuran BPJS sebagian besar

responden yang memiliki ATP cukup berada pada kategori kelas III sebanyak 44 responden.

Tabel 10. Distribusi responden berdasarkan Hubungan WTP dengan kelas rawat iuran BPJS
kesehatan peserta mandiri di Wilayah kerja Puskesmas Dahlia

Kelas Rawat Iuran BPJS

wIpP Kelas I Kelas II Kelas III N % Sig
Mau 6 1 43 60 60 0.001

Tidak Mau 0 0 40 40 40 ’
Total 6 10 83 100 100

Berdasarkan tabel 9, nilai hubungan WTP dengan kelas Rawat Iuran BPJS sebagian besar

responden yang mau membayar berada pada kategori kelas III sebanyak 43 responden.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia bahwa pendapatan responden
mayoritas berada pada kategori pendapatan yang cukup berdasarkan pada UMK Kota makassar
tahun 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marzuki yang mengatakan bahwa
pendapatan masyarakat di kecamatan tamalate tergolong cukup dan responden banyak yang
berpikir yang dihasilkannya pendapatan pokok maupun tambahan lebih memprioritaskan biaya
kebutuhan sehari hari dan mengesampingkan pembiayaan iuran pelayanan kesehatan.” Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudayana yang menyatakan bahwa

pendapatan keluarga memengaruhi
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kemampuan pasien membayar jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan, apabila pendapatan pasien
masih kurang maka mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu membayar jasa pelayanan
kesehatan.®

Jenis Pengeluaran Pangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pengeluaran esensial dan non
pangan. Pengeluaran rumah tangga untuk pangan merupakan hampir separuh dari pengeluaran total,
pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan
jasmani, konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Karimah yang mengatakan bahwa pengeluaran terbesar adalah pengeluaran non pangan
sebesar Rp.890.000 dan disusul pengeluaran pangan sebesar Rp. 825.000 dan pengeluaran pangan non
esensial sebesar Rp. 56.000. Pengeluaran terbanyak disusul oleh pengeluaran non esensial dengan
jumlah pengeluaran terbesarnya yaitu rokok. Batasan ini didasarkan kepada pengeluaran yang sebenarnya
dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk kesehatan, misalnya dengan mengurangi
pengeluaran alkohol/tembakau/sirih/rokok untuk kesehatan. '*

ATP responden sebesar Rp. 89.000,- sedangkan sebagian besar responden memilih kelas rawat III
sebesar Rp. 25.500,- sudah dapat dipastikan bahwa hampir semua masyarakat mampu membayar hingga
pada kategori kelas I namun memilih kelas III, Hal ini merupakan langkah bagi BPJS untuk
meningkatkan sosialisasi dan edukasi bahwa untuk mendapatkan pelayanan yang baik maka setiap orang
harus berusaha mendapatkan pelayanan tersebut. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan
Noerjoedianto yang menyatakan bahwa kemampuan ATP masyarakat di propinsi Jambi sebesar Rp.
25.235,- namun pemilihan paket sebagian besar tetap memilih paket yang paling bagus yaitu paket kelas
L (11)

Pada penelitian ini bahwa ATP responden yang mampu membayar lebih banyak dibandingkan
dengan yang tidak mampu. Ini disebabkan karena pekerjaan responden yang tergolong baik dan hasil
upah pekerjaan setiap bulannya lebih dari cukup untuk biaya membayar iuran BPJS. Hal ini menunjukkan
kesesuaian harapan pemerintah terjadi karena besar kemampuan membayar masyarakat lebih tinggi
dibandingkan dengan golongan yang tidak mampu.”’ Begitupun dengan WTP responden yang mau
membayar lebih besar dengan yang tidak mau. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam
berasuransi sudah cukup baik, dimana tingkat pendidikan masyarakat tergolong kategori baik pula,
sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya berasuransi dan kewajibannya dalam membayar BPJS
kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saptutyningsih bahwa sebesar (64%) responden yang
memiliki kemauan membayar."? Kelas rawat iuran BPJS sebagian besar berada pada kelompok kelas
iuran kelas III. Hal tersebut telah sesuai dengan visi BPJS Kesehatan yang mengharuskan seluruh
penduduk ikut berpartisipasi dalam program JKN yang artinya setiap orang harus mempunyai
kemampuan membayar nominal Rp.25.500,- untuk dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi
pembiayaan kesehatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Noormalasari bahwa responden yang

memilih kelas rawat III sebesar (61,11%). "?
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Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kerja Puskesmas Dahlia terhadap ATP dengan
penentuan kelas rawatan iuran BPJS kesehatan tidak memiliki hubungan dengan nilai p value 0,786 .
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishmah yang menyatakan bahwa
ada hubungan antara ATP dengan kelas rawat iuran BPJS dengan nilai p value 0,003.""

Hasil dari penelitian WTP dengan penentuan kelas iuran BPJS Kesehatan memiliki hubungan
dengan nilai p value 0,001. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestika bahwa ada hubungan
antara kemauan membayar dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri pada sektor informal dengan
nilai p value 0,000."” Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian marzuki bahwa Kemauan
responden membayar lebih banyak yang tidak mau membayar dibandingkan yang mau membayar dengan
alasan yang mau membayar tunggakan yaitu kartu bisa digunakan, nanti kalau ada uang, sudah gajian,
untuk berobat serta persalinan istri yang hamil. Selain itu alasan responden tidak mau membayar total
tunggakan iuran antara lain, malas membayar, penghasilan tidak menentu, tidak ada uang, salah satu
penyebab kemalasan dari hasil wawancara dengan responden yaitu kekecewaan yang pernah dialami

responden dalam menggunakan kartu JKN yang terlambat terlayani dan bahkan tidak dilayani oleh

pelyanan kesehatan.”

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ATP (Ability To Pay) dengan
Penentuan Kelas Rawat iuran BPJS Kesehatan tidak berhubungan dengan nilai p value 0,786. Sedangkan
WTP (Willingness To Pay) dengan Penentuan Kelas Rawat iuran BPJS Kesehatan memiliki hubungan
dengan nilai p value 0,001. Di harapkan pada peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti faktor lain mengenai

penentuan kelas iuran BPJS.
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